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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

YAYASAN EKOLOGI SAHUL LESTARI
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIAU

TENTANG
PENELITIAN

NOMOR : 08/PK/ESL/X/2021
NOMOR : HK.03.01/1.2/ 5301 /2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu
(25-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. DENDY SOFYANDI, S. Hut, M.Sc :

2. HUSNAN, S.Kp, MKM

Ketua Umum Yayasan Ekologi Sahul Lestari,
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan
atas nama Yayasan Ekologi Sahul Lestari
yang berkedudukan di JI. Pattimura Ujung —
Kelurahan Pasar Sentral, Timika Papua,
selanjutnya  disebut  sebagai PIHAK
PERTAMA.

Direktur  Politeknik Kesehatan Kemenkes
Riau, dari dan oleh karenanya bertindak untuk
dan atas nama Politeknik Kesehatan
Kemenkes Riau berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
KP.03.03/IV/572/ 2019 Tanggal 11 Juni Tahun
2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
yang berkedudukan di Jalan Melur No. 103
Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat
membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Laboratorium Poltekkes Kemenkes
Riau dalam Penelitian Teh Mangrove dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua





image2.jpeg
Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
nomor 4733);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);

9.  Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK. 01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk
Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan
Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta
saling membantu PARA PIHAK dalam melaksanakan penelitian;

2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di
PARA PIHAK;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan laboratorium Poltekkes
Kemenkes Riau dalam penelitian teh mangrove

| Paraf Pihak Pertama
: Paraf Pihak Kedua
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Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
a. Menggunakan sarana dan prasarana di laboratorium PIHAK KEDUA;
b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA;

2.  Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian;

b. Bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan perlengkapan dan peralatan
PIHAK KEDUA yang disebabkan kelalaian PIHAK PERTAMA dalam penelitian;

c. Membayar biaya peminjaman dan pemakaian laboratorium sesuai tarif yang
berlaku di PIHAK KEDUA;

d. Menyampaikan jadwal dan data peneliti yang menggunakan laboratorium untuk
kegiatan pengelitian teh mangrove;

e. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;

f. Menjaga nama baik PIHAK KEDUA;

3. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
a. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan penelitian
teh mangrove;
b. Mendapatkan pembayaran biaya peminjaman/pemakaian laboratorium serta biaya
lainnya sesuai tarif yang berlaku;
¢. Mendapatkan laporan penelitian teh mangrove;

4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
a. Menyediakan laboratorium untuk penelitian teh mangrove sesuai dengan fasilitas
yang yang tersedia di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Riau;
b. Mengizinkan PIHAK PERTAMA meminjam/memakai laboratorium beserta sarana
dan prasarananya;
c. Menjaga nama baik PIHAK PERTAMA;

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian ditentukan oleh PARA PIHAK disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya kegiatan selama penelitian dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua et ’
A
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Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal
surat ini ditandatangani PARA PIHAK serta dapat diperpanjang dalam kurun waktu
yang sama;

2. Apabila PARA PIHAK tidak melakukan perpanjangan sebelum berakhirnya perjanjian
dimaksud, maka perjanjian dimaksud tidak berlaku lagi sesuai jangka waktu berakhirnya
perjanjian tersebut;

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

1. Apabila terjiadi keadaan di luar kekuasaan (Force Majeure) PARA PIHAK yang
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA
PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;

2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai force majure antara lain adanya bencana
alam (Gempa bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan,
revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada perjanjian
ini;

3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui waijib
memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender setelah terjadinya force majure untuk diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat
menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat
melangsungkan Kerja Sama sebagaimana mestinya;

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA
PIHAK pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
Ketentuan Peralihan

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini
akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.
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Pasal 11
LAIN-LAIN

Poltekkes Kemenkes Riau tidak menerima dan memberi baik berupa uang/hadiah/barang
terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama ini diluar peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-
masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing
untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
__DIREKTUR

CIEKKE MENKES RIAU
\

DR. DENDY SOFYANDY, S. Hut, M.Sc

Paraf Pihak Kedua

Para Piak Perfama | ...
=
N
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